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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian di RSUD Dompu, berdasarkan temuan 

dan analisis data,  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perjanjian terapeutik antara pasien dengan RSUD Dompu, RSUD 

Kabupaten Dompu sekurang-kurangnya memuat dua pihak, yaitu dokter 

sebagai pemberi pelayanan dan  pasien sebagai pengguna jasa. Kewajiban 

masing-masing pihak, dokter dan pasien, dimulai dari pendaftaran pasien, 

tahap pemeriksaan dan pernyataan persetujuan. Pemenuhan hak dan 

kewajiban ini mempromosikan keselamatan pasien dalam Perjanjian 

terapeutik 

2. Akibat hukum dari kegagalan dokter untuk menyetujui pengobatan. 

Menurut sebuah penelitian oleh para peneliti di Rumah Sakit Uiirn di 

Kabupaten Dompu, tidak ada satu dokter pun yang gagal memenuhi 

perjanjian pengobatan. Masalah yang teridentifikasi hanya sebatas masalah 

teknis saja, termasuk masalah komunikasi antara dokter dan pasien, dan 

tidak ada masalah medis yang dapat menyebabkan perselisihan medis. 

B. Saran 

Saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Perjanjian terapeutik mengharuskan dokter untuk secara efektif memberi 

tahu pasien tentang hasil tes.  

2. Rumah sakit harus memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan 
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medis di dalam rumah sakit  dan lokasi dokter yang merawatnya.  

3. Bentuk perjanjian harus lebih lengkap dari sekedar pernyataan dan harus 

mencantumkan tanda tangan kedua belah pihak untuk memberikan bukti 

yang kuat jika terjadi kegagalan oleh salah satu pihak. 
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